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Perkembangan ekonomi saat ini disertai meningkatnya penyaluran dana dalam bentuk pemberian fasilitas
kredit. Ukuran bagi kreditor menjaga kepentingannya ketika menyalurkan kredit adalah sejauh mana
penguasaan jaminan (hak kebendaan) yang diserahkan debitor. Dalam konteks inilah kita membicarakan
jaminan fidusia sebagaimana didefinisikan Pasal 1 butir 2 UU Nomor 42/1999. K etentuan dalam UU Nomor
42/1999 yang tadinya diharapkan dapat memberikan perlindungan, dalam implementasi praktisnya
dirasakan tidak berbeda dengan lembaga jaminan fidusia sebelum diatur dengan undang-undang.
Pembebanan di bawah tangan, tidak dilakukan pendaftaran dan bentuk pembebanan lain yang tidak diatur
oleh UU masih dijumpai dalam praktik sehari-hari. Berkaitan pengecualian prinsip droit de suite benda
persediaan, dapat dikritisi jika mengingat benda persediaan terdiri yang satuannyatidak dilengkapi bukti
kepemilikan dan yang dilengkapi bukti kepemilikan. Dapatkah pengecualian prinsip droit de suite Pasal 20
UU Nomor 42/1999 berlaku untuk semua jenis benda persediaan?, Mengapa terjadi praktik pembebanan
tidak sesuai ketentuan UU Nomor 42/19997? Penelitian kepustakaan dilakukan bersifat yuridis normatif.

Untuk menjawab pokok permasalahan, penelitian lebih bersifat eksplanatoris dengan bentuk evaluatif
mengarah pada problem finding. Pengecualian prinsip droit de suite berlaku bagi semua agunan yang
dinyatakan sebagai benda persediaan. UU tidak mendefinisikan benda apa saja termasuk kategori benda
persediaan. Bentuk pembebanan fidusia tidak sesuai UU terjadi karena kreditor merasa kepentingannya
terlindungi dengan pemblokiran bukti kepemilikan dan tandatangan kuitansi kosong oleh pemilik jaminan.
Karena UU tidak mengatur secarategas dan tidak antisipatif terhadap kebutuhan praktis maka masih
ditemukan akta pembebanan tidak didaftar dan bentuk surat kuasa memberikan jaminan fidusia. UU
seharusnya memberi definisi benda apa saja termasuk benda persediaan, diatur hubungan antara instans
yang menangani bukti kepemilikan suatu benda (seperti Kepolisian) dengan Kantor Pendaftaran Fidusia,
hendaknya UU lebih tegas menentukan batas waktu pendaftaran dan kemungkinan pengaturan bentuk Surat
Kuasa Membebankan Jaminan Fidusia, meniru SKMHT pada lembaga Hak Tanggungan.
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